
GTIBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERITT'R LAMPUNG
IToMoR , Gl 16 lB.OglHKl2O22

TENTANG

HASIL E1IAIUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII KABUPATEN
TANGC}AMUS TENTANG REf,RIBUSI PERSETU\'UAN BANGI,'I{AN GEDUNG

Menimbang

GI'BER!5['R L/TMPUI{G,

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus tentang Retribusi Bangunan Gedung
telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkarl
Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I la.mpung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerj'a;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daera-h sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8
qrntang Pelaksanaan T\rgas Dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Fusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 2O2l
tentans Paiak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam
Ranska Mendukung Kemudahan Berusaha dan
l,ayanan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l
tentang Peraturan Pelaksanaan Undane-Undang
Nomor 28 Tahun 2OO2 tentangBangunan Gedung; -



Menetapkan

XESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KTPUTUSAN GT'BERIYT'R TENTAI|G IIASIL E1IALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAII KAAI'PATEN
TAil(X}AMUS TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BAITGTINAN GEDUI|G.

Hasil evaluasi atas Rancalgan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Bupati Tanggamus bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanggamus segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud, berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor
Registrasi dari Gubernur.
Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung yang telah ditetapkan, disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan
Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Jqnuor-i 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Tembusan:
1. Menteri DaJam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keua-ngan RI di Jakarta; dan
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Tanggamus,

ARII{AL DJUNAIDI

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor 12 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentane
Pelaksanaan Tuqas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

--#fit-
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HASIL EVALUASI RAJTCAITGAIT PERATURAIT DAERAII
KABUPATEI| TAITGGATUS TEITTAI|G RETRIBUSI
BAISGUI|ATT GEDI'ilG

}IASIL EVALUASI RA1TCAITGAJT PERATURAIT DADRAH I$BUPA,TEN TAITGGAMUS TEIIITAITG RTTRIBUAT PERSETUJUAIT BAI|GUTTAIT GEDUIYG

Keterangan

S€suai larnpiran UU

Norbr 11 Tahun
mn
Konsboran
rnenimhng
disempurnakan,

msmual ldrdasan
penngeual
p€rafuran daerah

tentan0 Rotribusi
PBG

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan

I 2 53 4
1 Penomoran S€sud lanpiran UU

Nonbr 12 Tahun
m11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR ... TAHUN 2021

Tetap

2 Judul Raperda RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN CEDUNG Totap

3 Konsideran

Menimbang

bahwa untuk meu/ujudkan tertib penyelenggaraan bangunarr
dan menjamin kealdalan teknis bangunan serta E€wujudkan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangr.rnan di
Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di Daerah
harus dikendalikan dengan instrumen lzin persetujuan
balgunan gedung;
bahwa penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung
memerlukarl pembiayaan yang ditujukan untuk menutup
sebagial atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal
141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga ketentuan
tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagai bagian
dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabu us Nomor 14ten T

a.

l)

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor'16 Tahun 2021 tentang Perduran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
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Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika
hukum, sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan seb2gaima.rra dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentalg Retribusi
Perse tujuan Bargunan Gedu ng:

e

4 Konsideran

Mengingat

- Konsirieran
mengingat
angka 4, 9, 10,

11 dan 19

disempurnakan,
serta angka 8,

14, dan 16, 18,

21 dan 22

dihapus.
- Tambahkan PP

10 Tahun 2021,

PP 16 Tahun

2021,
Permendagri 80

Tahun 2015

dan
Permenpupera
19 Tahun 2018

Dengan adanya
perubahan ini

urutan penomoran

selanjutnya
menyesuaikan

dengan tata
urutan perundang-

undangan.

L Tetap

2. Tetap

3. Tetap
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negam Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tanbahan
Lembaran l,legara Republik lndonesia Nomor 4247) sebagaimana tehh
diubah dengan UndangF- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

5. Tetap

6. Tetap
7. Tetap

8. Dihapus

L Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik lrdonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tenbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana lehh
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rep0blik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tanbahan
Lembaran l.legara Republik lndonesia Nomor 6573);

10, Undang-Undang NoIrbr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor'130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran f.legara Republik lndonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negac Republik lndonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor I Tahun 20'11 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 ilornor 7,

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5'188)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32O9);

3. Undang-Undang Nomor 2 Ta.hun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang darr Kabupaten
Daerah Tingkat II Tartggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaral Negara Republik lndonesia Tatrun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarg Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undaog-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbeadaharaan Negara (I-embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan
Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8.

I

I

I
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;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 ter,talj.g Penataan
Ruang (Lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik lndonesia
Nomor 4725);

le, UnCanE UnCenG llenecr 38 Telrun 3ee9 ter' -rg Fddt Desralr
,ic

@
11. Undang-Undarlg Nomor 1 Tahun 2OI1 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukimal (Lemba-ran Negara Republik Indonesra
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta.hun 20 11 Nomor 82, Tambahan Irmbara-n Negara
Republik Indonesia Nomor 523.+) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Unda-ng Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahar Atas Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuq 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keqja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan lrmba-ran Negara Republik Indonesra
Nomor 6573);

1a.

l;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Uudang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573)i

12. Tetap
'13. Tetap
14. Dihapus

15. Tetap

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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16, Dihapus

17, Tetap

18. Dihapus
19. Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

05/PRT/W2016 terrtang lzin Mendirikan Bangunan C,edung (Benta Negara

Republk lndonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020. (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 82);

20. Tetap

21. Dihapus

22. Dihapus

Tarnbahkan:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elektronik(Lembaran Negara Repudik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4M3)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5952);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Dalam Rangka lvlendukung Kemudahan Berusaha dan

Layanan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor

20, Tanbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Mmor 6622);

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5772);

r6
F€rehrre{r Felatr.8fleefl Undgrig

W
17, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2019 Nomor 42, Tambahan l-,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

l&
TCilrn 3el7 bn'^19 n€n€ebute{r ForetH.a* Mente.i Dalern
NGgeri Nerer g7 T* in

i

@
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor OS/h/M /2OL6 Tentar.g Izin Mendirikan Bangunan
Gedung sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Pekeiaan Umum dan Perumahan Ralgrat
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umrrm dan
Perumahan Ralg/at Nomor OSlhlMl 2O16 Tentang lzin
Mendirikan Bangunan Gedung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruarg Wilayah Kabupaten

us 2Ol1-2O31 Lembaran Daerah KabuT

I

I

I

I
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Peraturan Pemerintah Nsnor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlang Bangunan

Gedung(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 20,

Tambdan Lembaran Negara RepuUik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Menteri Dalan l\lege ltlonnr 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita l,legara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nonor'157);
Peraturan Menteri Pekeqaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19

Tahun 2018 tentang Penyehnggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedung

Dan Sertilikat Laik Fungsi Bangunan C'edung Melalui Pelayanan Penzinan

Berusaha Terintegrasi Secara ElekEonik 2018 (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 917);

Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

i}+
^et6 +snt€fig lembentEk.
I(€lupeton Tqrlgg€{nlre ('embare'l haerah Kebupaterr

I{ebEpaten T6*gg.-r*s
l.orubehen ltedEe ttas @
Srreu
^eert*r Kalueat€n T lg
T--ffian Lemberefi Be€-€h l(ebEFeten Tcn"g^-nEa Nemor
*+

22. neraturefi ^ae.e& Ifebupet.leAe ton'-rqF le.Eslokheem&IfebtrP@
5 Frase Persetqjuan

Bersama
Telah sssuai
Lampirar angka 55

UU 12 T*un 2011

DenganPersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAItrAT DAERAH

KAI}UPATEN TANGGAMUS
dan

BUPATI TANGGAMUS

Tetap

6 Diktum
Memutuskan

Pengotikan

disempurnekan

Sesuai Lenpiran
angka 54 UU 12

Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

7 Diktum
Menetapkan

T6lah segJai

Lampirar rEka 59
UU l2lahun 20'11

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG.

MEIUUTUSKAN:

Tetap

I I
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8 Ketentuan Umum BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalan Peraturan Darah ini yang dimaksud dengan:

1. Tetap

2. Pemerintah Drerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
perryelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.

11. Dihapus,

12. Dihapus,
13. Prasarana dan Sarana Bangunan C'edung adalah fasilitas kelengkapan

di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan

terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
'14. Dihapus.

15. Tetap
'16. Tetap
17. Tetap
18. Tetap
'19. Tetap
20. Ietap
21.lelap
22.Telap
23. Dihapus,
24. Dihapus.
25. Dihapus,

26. Dihapus,
27. Dihapus,
28. Tetap
29. Tetap

3. Tetap

4. Tetap

5. Tetap

6. Tetap
7. Tetap

8, Tetap

9. Dihapus.
10. Dihapus.

- Angka 2 dan 13

disempurnakan,
sesuai Pasal 1

PP Nomor 16

Tahun 2021.

- Angka 9, 10, 11,

12, 14,23,24,
25, 28 dan 27

dihapus.

BAE} I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud delrgan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati darl Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah-
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Raliyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5. Badan adalah sekumpulal orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usalla maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroar
terbatas, perseroan koma-nditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, orgarisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dall bentuk usaha tetap.

6. Bangunan adatah bangunan gedung dan bangunan bukan
gedung.

7. Bangunan gedung adalah wujud hsik hasil pekerjaan
konstruksi yalg menyatu dengan tempat kedudukamya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dar/atau air, yatg berfungsi sebag&i ternpat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Bangunan bukan gedung adala-h suatu perw.ujudan Iisik hasil
pekeljaart konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan
untuk tempat hurdan atau tempat tinggal.

9.
penggetergerl benEinsi ge
l€mFlslrei'^e, tir

I
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Tanbahkan:
'1. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah

perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merau/at

Bangunan Gedung sesuai dengan slandar teknis Bangunan Gedung,

2. Sertifikal Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF

adalah sertifikat yang diberikan obh Pemerintah Daerah untuk merryatakan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

3. Surat Bukti Kepernilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat

SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan

Gedung.
4. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang

pemeorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemelinlah

pusat atau Pemenntah Daerah sesuai dengan ke*enangannya untuk

melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

30. Tetap

31. Tetap

€i

t€&*ie,
l0. i

1reaee-'ltsi dert untrr@
fli*elr€l€€F€eu+,

11.
de,- p€Ei lreneEEl-ei dein uaEr ber-GEnsr dlt'e'al:E{r entE{e 5

12. irj€.Fd€d
.eG
5+{ln€|+eh{*,

13. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
da.lam da-o di luar balgunan gedung yang mendukung
pemcnuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

la. Uer"airit--r paErgErr€rr eCddr p
barguaen e'uruF'rt'@

@i$€*gtri€5ffide'
15. Retribusi Daerah adalal pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
atau Badan.

16. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberial
persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebalkan
kepada orang pribadi atau badan.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuar
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihal
retribusi kepada Wajib . Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

18, wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundangal-undalgan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

19, Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yarg
b retribusi untukment batas waku b

I

I

l
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memanfaatkan jasa dal perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah

20. Surat Ket€tapan Retribusi Daerah yang selanjutrya disingkat
SKRD adalai Surat Keputusan yang menertukan besarnya
jumlah Retribusi yarrg terutang;

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oteh Pejabat
untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang
retribu sinya.

22. Surat Tagiha:r Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi
dar, latalu sanksi adminisbasi berupa bunga dan/atau denda.

23.

tiiilFprflr€a&hGu€€+,
24.

keFede -en:rjrt b
tnsngtib*tr merF€rluae rn
b€J$gurr€+-+sr€i-delr€€+@
@

25. i
be6i/b4e tEo-g^' eteu b€rbenhrk l.€.eirgke t'e{ig be.dii Ci

iq
t

26. j.*+
l€net{uliri ,'erlg rrroq

k%i€ia{$€€r,u€ie'
27.

penggetergefl ber|CEn€,.r Citii{eE

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dal/atau bukti yalg
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk

melaksanakan ketentuai eraturanuan lain dalam

I

I

I

I

I

I

I

I
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perundang-undangan retribusi daera.h.
29. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang dart kewajibal untuk melakukan penlrdikan
terhadap penyelenggaraar Peraturan Daerah yang Eemuat
ketentuan pidana.

31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakar yang dilakukar oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang
Tinda.k Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukal
tersangkanya.

9
Nama, Objek, dan
Subjek Retribusi

BAB II
|la \1 , JENIS nEeI& l

W
Pasal 2

h6&E€tr n^1e R€tribusi ie
@

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SU&JEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan

penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Pnasarana Bangunan Gedung.

Judul B& ll dan
kotsntuan Pasal 2

diubah

sesuai kBtsntuan

Pas3l 156 UU

Nonnr 28 Tahun

2009, dtrr
P€raluran

Pemsrintah Nornor

16 Tahun 2021

Pasal 3

i+
e'--"€ffe€f€trfi'a+e€fl+,
b, reheb

psftrb€*refl , porlEageri eter+?€r€ufea,Ed€*

Pasal 3

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan

untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiiki PBG dan/atau

SLF;
c. PBG pe.ubahan, yang dikecualikan untuk pekerlaan pereliharaan dan

pekerjaan perav{atan.

Kotentuan Pasal 3

dis6mpumakan
sesuai Pasal 149

ayat{2) Peraturan

Pemerintah Nomor

16 Tahun 2021

Pasal 4
( I ) eHek J'efig dfl Eenet€*R€*d$+r€i+Eef;€$ptti+

b' -f,eeefene Le{rgunan goCung delr pr-Bafana beflgrrra*
b{*ala+€drlagi

Pasal 4

(1) Objek yang dikenakan Retrihsi PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagahana dimaksud pada ayat ('l) meliptrti

kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,

inspeksi barcunan gedung, penerblan SLF dan SBKBG, serta pen@takan

Pasal4
dis€mpurnakan

sosuai dengan

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun

2009 dan Peraturan

I

I

I

I
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Pemerinlah Normr
'16 Tahun 2021

(2)

M

plakat SLF.
(3) Percrbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG

dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

a) PerubahanfungsiBangunanGedung;
b) Perubahan lapis Bangunan Gedung;

c) Perubahan luas Bangunan Gedung;
d) Perubahan tampak Bangunan Gedung;

e) Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan

Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau

kesehatan;

0 Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang

dan berat;
g) Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar

budayai atau
h) Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar

budaya.
(1) PBG perubahan tiriak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan

pekerlaan perawatan.
(5) Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah:

a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah dan

Pemerintah Daerah; dan

b. penerbitan PBG dan SLF unluk bangunan yang memiliki fungsi

keagamaan/peribadatan.

Ketentuan Pasal 5
dssmpurnakan

disss!aikan d€ngan
UU Nomor 28
Tahun 2009 dan PP
Nomor 16 Tahun

2021

Pasal 5

(1) Subiek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang

memperoleh pelayanan PBG dan SLF.
(2) Walib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang

pribadi atau badan yang diwa,ibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

PBG.

Pasal 5

eetetet*ea-PB,e'

I

I

I

I I

I

I

I
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10 Golongan
Retribusi

Pesal 6
Retribusi PBG diaolongl€n s€bagei Retribusi Perizinal Tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Tetap

11
Cara Mengukur
Tingkat
Penggunaan
Jasa

BAE} III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

@iF*it
F{€Gf€{r€i:+€tibrr€idf,rc+,sFt
b' pergldturg r be^ern 'a rotribueit de{r
c. tiagket?eagturr€€ni€s'

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
(l) Besamya rdribusi PBG yang tentang dihitung berdasarkan perkalian

antara tingkd penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan

etribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan iasa atas penyediaan layanan sebagainnna dimaksud

@a aya/. ('l) diukur berdasa*an formula yang menc€minkan biaya
penyelenggaraan penyedhan layanan.

(3) HaOa satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. lndeks Lokalitas dar Standar Harga Satuan Tertjnggi untuk Bangunan

Gedung; dau
b. Harga Sduan retrihrsi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana

Bangunan C€dung.
(4) Fomula sebagainana dinaksud pada ayd (2)terdiri atas formula untuk:

a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Bangunan Gdung.

(5) Formula sebagaimana dinaksud pada ayat (4) hurufa terdiriatas:
a. Luas Total Lantai;

b. lrdek Terintegrasii dan

c. lndeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6) Formula sebagainana dinaksud pada ayat (4) huruf b terdiriatas:

a, Volume;

b. lndeks Prasarana Bangunan Gedung; dan

c. lndeks BarEunan Gedung Terbangun

Tambahkan Bab lll
dan Judul bab
golongan rotribusi

sosuai k6tsntuan

Pasal 156 UU

Nomor 28 Tahun

2009

Ketentuan Pasal 7,

8, 9, dan 10

disempurnakan

rnonjadi Pasal 7
Disasuaikan

dongan Pasal 151

ayat (1) UU Norncr

28 Tahun 2009 dan
PP Nornor 16

Tahun 2021

(

I

I
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PaeatA
Kgnporen rerribEsi d€{r b't-
hufl.{€i.B€tipi*tir

?ob€t€rier#f€ra.rrGererai€t€lr
b' retribuei GdrEitdetreei tBC a€Spu€ -emeeahe{r Celnrmen FB€r

i
pengg^'}ti {€ku€€ g @irele

@
c,

@

Dihapus

Peeal4

P€€€g+ufl*1+.a€tieu+i+
b' ber-.rit'e retril^lld
@i.firsn€.

ir

@
b, lin 'rup tregie'en -rq me

rener@pEti p€rbe:ri
fefelYe+erar?6nr!€haft ?er{t*aser eter. pofrgur€.|ge{r--den
pek€terie+e+an+"€m{*ge+eft}d€f,

o, v€l'lm+.rtaE beeoran li€giat€ar indehor he{E- aetnari retribrtei
untuk b

i+

€€dttrg.$errt
b' rehabiliteei eteli rer€r'asir peleot-Ei€+ eteu -68lr"^-eflid€r
c.

@

Dihapus

Pengaturan terkait
formula
p€nghitungan

retribusi PBG dan
p€njelasan tingkat
p€nggunaan jasa

dipindahkan
p€rbaikannya pada

PasalT.

Patrl-le
Dihapus
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l
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PBG Prasarana BG : V x I x lbg x HSpug

(2) lndeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan indeks fungsi (lf) dikalikan penjumlahan dan bobot parameter

(bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau

dengan rumus:

lfx f (bp x lplx Fm

(3) Struktur dan besaran tariff sebagaimana dimakud pada ayat (1) dan (2)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

PeceLLa

(21 Tartr rrtribEei aebe-:mene dimd€nd pede Eret (1) tersa{rtugr

d€d-Porattrfe*-E€ort*&i.

Pe€aE4

-en iffi

HS.
b, retribuei rehebiEteei/renereai r.€egu{e€*{€diIigr+rFlFr

TrrFl{Sbr

su."

g€drir,gl..ll+{#kir.tlsrbr
I{e&r€rscaff+
@
Y - lErrelSeeerere-(d€l-: ti* qt rnr uoit),
}_--Iedelta
lr---i.-Iad€k€*o reeL

Dihapus

Kotenluan Pasal 12,

13 dan 14 dihapus
karena sl]dah diatur

diBab.., Struktur

dan Bosaran Tarif
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Usaha
(UMKM.
Prototipe)

0,5 Permanen si 0,2 a.Non
Permanen b
Porrnanen

1

2

L{)
+NDET'A

PAX*T{#[EF
]+.!lstlH{tsl

gollGff, {N{)StiS

Hunian
a. <100 m':

dan
< 2 Lanhi

0,'15

Kelinggia n 0,5 ') Mengikuti
Tabel
Koefsien
Junilah
Lantai

-) 
lttengiku t

T

Koeisie n

Jumlah Lantai

b. >100 rlf
dan
> 2 Lantai

0,17

Keagamaan 0

Fungsi
Khusus

1

Sosial
Euday

a

0,3

Gafda/Carn
puran
a. < 500 m,

dan
< 2 Lanta

0,6

b >500 m'?

dan
> 2 Lantai

0,8

Faktor Kapemilikar (Fm)

a. Negara
b. Perorangan/

Badan Usaha

0
1

7"

a,

*

z

*

a
d

h
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Pasa] 16

N{} J.I+N,IA-KE€,IA[AN $g)Exs
+,
*
e
+
5
6

Rar€v€€i-b€fat
P€a€ffii€od€ng
Pol€€t€fi€la#€Er*tererr
?Feta,aa
P€l€€tefi€rl"€arr6€rea
E€4,,a
P€l€€tefi€i+"€in+.€€feff
+a+€fia
AJih4irCd+etrfurr€rl

q66
e#5
e*6
gr45
s30
s#6

@i+t

p6al 16

(1) lndeks Bangunan Gedrng Tsba$n dhhpkan sebagai bsikut:

Iahl x. lnd*s Bang:mn Gedung Tebangun

Jenis Pembangunan lndeks BG Terbangun

Bangunan Gedung Baru 1

Rehabilitasi / Renovasi BG

a. Sedang
b. Berat

0

0
,225:0

:0
070

0%
x5
x5

,45
,65

Pelestarian / Pefi[garan :

a. Pratama
b. Madya
c. ulama

0,65x50%=0,325
0,45x50%=0,225
0,30x5070=0,150

(2) lndek Penghiunga0 Besrnya Rehbus ftasarana Baflgunan Gedung tercantum dalam

Lamp{ran llyang meflipak,l bqifl tdak brpisahkandan Petaturan Daerah ini.

74 Peninjauan Tarif BAB !'I
PENINJAUAN TARIF

Pasal 17

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling tama 3 {tiga) tahun
sekali.

(21 Peninjauaa tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga darr
perkembangart perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebag"imsla dimaksud pada ayat (2)
ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

Tetap

BAB ., -

PENIT{.JAUAN TARIF
Pasal ...

Ketontuan Pasal 17

tolah s8suai dengan

Pasal 155 UU

Nomor 28 Tahun

2009

15 Wilayah
Pemungutan

Kotentuan Pasal 18

t6lah sosuai dengan

Pasd 156 UU

flornor 28 Tahun

2009

BA.E} VII

WILAYAI.I PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB ,,.

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal ...

Tetap

(

I

i

I
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16 Masa Retribusi BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa retribusi PBG adalah jalgka waktu yang lamanya sama
dengan jangka waktu PBG.

(1) Masa retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
jangka waktu PBG.

(2) Retribusi PBG terutang pada saat ditetapkan SKRD.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

17 Penentuan
Pembayaran,
Tempat
Pembayaran,
Angsuran dan
Penundaan
Pembayaran

Pasal 20 BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi

Pasal ..
( l) Pemungutan Retribusi tdak dapat diborongkan.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipemamakan.
(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Ea5+l
TATA €A&A I.EMU}ICUTA$

Pa.eal+t

in
l,enSdip€Fe€ri€koJr'

18 Tata Cara
Pembayaran

BAI} X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal22

€Hl€"ibt €a f-e ye{€ tent'srnE dil@
h€fi+i€&.di{+f5itk€t{I1f,D

ilae
leqSat-l*{eeh*}&edJterie'

Cal€*-Peratuf€a-Buee*

Tetap

( (

K€tontua Pasal 19

dan 20

di6empumakan

menjadi '1 (satu)

Pasal

Tambahkan Bab,

Judul bab
Pembayaran
Retribusi dan

Ketentua Pasal 20

dan21
disompurnakan

msnjadi 1(sahr)
Pasal yailu Pe$l ..

II

1

I

I

I
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19
Sanksi Administratif Pasal 23

{1} Dafam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21 atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 o/o

(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

(2) Tata cara pemberian sanksi admini3tratjf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB..,
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal ...

Tetap

Sebslum Pasal 23

tambahkan Bab
yang mengatur

Sanksi adminislratil
dan Pasal 23

diubah menjadi

Pasal ..,

20 Penagihan BAE} XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Pene8ih'er retribuei teru'-rG ^ebeg^:reara4itekeuC.4ele*
Peeel ^3 egat*$didaS+{r*ideraear. re++€Surst'

(2) io
i

'r'(s)

(a)
i

et$r-pejab€t aierrgdi*t*l*jrd".

Tetap

2t Pemberian
keringanan,
pengurangan, dan
pembebasan
retribusi

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

(l) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) diberftan dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:

a. bangunan fungsi keagamaan; dan
t - bargunart bukan gedung sebagai sarana dan prasarana

umum 5rang tidak komersial

Tetap

(

I

I
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(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau
berdasarkan kriteria;
a. ba-ngunan fungsi sosial dan budaya; dan
b. ba-ngunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan

rendah,
(4) Ketentuan lebih la{ut mengenai tata cara pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi sebageimals dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

)) Ketentuan Pasal 26

s6$ai dgngan
Pasal 165 UU

ikxnor 28 Tahun

2@9

Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran

8A8,,...
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMMYARAN

Pasal..,.

Tetap

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukaa perrnohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimarya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagainana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati t-idak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran ret!-ibusi seb'8airnana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi tedebih
dahulu utarlg retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimara
dimal<sud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktrr paling
lama 2 (dua) butan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelai lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2olo (dua persen) sebulaa atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

I

I
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23
Penghapusan
Piutang Retribusi
yang
Kadaluwarsa

BAB XIV
KEDALUWARSA PDNAGIFIAN

Pasal27

(1) Hak untuk roelakukan penagihan retribusi nenjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun telhitung sejak
saat terutangnya retribusi, kecua.li apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi 3ebaSaima.na dimaksud pada
ayat (1), tertangguh apabila :

a, diterbitkan surat teguran;
b. ada pengakuar utang rctribusi dari wdib retribusi, baik

langsung maupun tidak langsurrg.
(3) Dafam hal diterbitkalnya Surat Tegurarr sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagiha! dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut,

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadararnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinva kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak l,algsung sebagaimala
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pemba5,aran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB.,,.

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG

KADALUWARSA

Pasal....

Tetap

Judul Bab

disempurnakan dan

ket€nhran Pasal 27

sosrai Pasal
156 UU Nomor 28

Tahun 2009

24 Penghapusan
Piuta-ng Retribusi

BAT! XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dif,Aih lagt karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi ya-ng sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Tetap

S€suai dengan

Pasal 168 UU

Nornor 28 Tahun

2009

I

I

I

I
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Judul Bab diubah

dan

ketentuan Pasal 31

sudah sosuai

kstentuan Pasal

173 UU Nomor 28
Tahun 2009

25 Insentif Pemungutan BAB X\N
INSENTIF'PEMUNGUTAN

Pasal29

Perangkat Daeralr dapat diberi insentif atas! dasar pencapaian
target retribusi.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapata-n dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dar pemanfaatan insentif sebagaimana
dimalsud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)

(21

(3)

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

(1) Tetap

(2) Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

K€tentuan

Pasal 29 ayal (3)

dissmpurnakan
sesud dengan
Pasal 8 dan Pasal I
Peraturan

Pernerintah Norbr
69 Tahun 2010

26 Pemanlaatan BAEI XI/II
PEMANFAATAN

Pasal 30

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiata! yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan PBG.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB..,
PEMANFPATAN

Pasal ...

Tetap

Kotentuan

Pasal 30
Sesual dengan

Pa$l 161 UU

Nomor 28 Tahun

2009

27 Penyidikan BAB...,
PENYIDIKAN

Pasal ...

Tetap

BAB XVIII
KETENTUAN PEI.IYIDIKAN

Pas{rl 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wowenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penldikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

(2) Penldik sebagaimala dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu difingkungar Pemerintah Daeral
yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuar peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

atau la berkenaan d tindak idana di

(

l
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bidang retribusi agar keterangan atau l,aporan tersebut
monjadi lebih lengkap dan jelas;

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungal dengan tindak pidana retribusi
tersebut:

c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orarg pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkal bahan bukti
yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelalsanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyurult berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggslkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedarg berlangsung dan memeriksa Identitas orang
dan/atau dokuEen yang dibawa;

h. memotret seseora-ng berkaitan dengan tindak pidala
retribusi;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

j. menghentikan penyidikan dan/ata.u;
k. melakukan tindakan lain yalg perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidala di bidang retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat
Polisi Negara Repubtik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yanS
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana-

I
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28
Ketentuan
Pidana

BAB xIX
KETENAUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan keuangan Daerah dialcam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi yang terutang,

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan
penerirnaan Deerahr

BAB..
KEIENTUAN 

.PIDANA

Pasal ...

Walib retribusi yang tidak melaksanakan kerva,iban sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 3 (tiga) kalijumlah retribusi yang terutang.
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan
penerimaan llegara.

(1)

l2t
(3)

Pasal 32

disempurnakan

sesuaidengar
Pasal,..

29 Ketentuan
Penutup

BAB XVIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Denga-n diundangkannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten TaJtggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku .

Tetap
S€suai kot€fltuan
Lampir angka
137 UU Nomr 12

Tahun 2011

Pasal 34

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Tetap

Pasa.l 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oralg dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Tetap

I
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30 l,emtrar
Pengundangan

Ditetapkan di Kota Aaung

pada tar8sal :

BUPATi TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Xota Asuflg

pada taragal,

SEKRETARIS DAERAH T'{BUPATEN TANGGAMUS,

HAMID HERIANSYAH LUBf9
Phl..€!...tJ..tr.a{..do
-4ll*re1394€3-r-€ea

LEMBARAN DAERAH KAI}UPATEN TANGCAMUS TAHUN 2021 NOMOR .,..

NOREC PERATURAN DAERA]I KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI I"{MPUNG
1....I ..... / ......)

Ditet8pkan di Kota A€ung

pada tanggal :

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGC"AMUS TAHUN 2021 NOMOR ,.,,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPAIENTANGGAMUS PROVINSI LAIIPUNG

Nama Pejabat yang

mengundangkan

tanpa pangkat, dan

NIP sssuai

ket€ntuan Lampiran

angka 167 Uu
Nornor 12 Tahun

2011

31 Larnpiran
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERA}I KAEIUPATEN
T Nee/*tgsllehteR ,,,, T^HUN 30al
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

LAMPIRqN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR ,.,. TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Fras6 Lampiran

dis6mpurnakan
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LAMPIRAN

RETRIBUSI PBG

Perhifu ngan Reldbusi Bargunar GedJng

Refibusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah abs layanan FrE iksaan

p€m$uhan shnd t*flis, parchhn PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan

SBKBG, serta pencetaka plakatSLF.

Rumus Pshifu nqan Retribusi

Nilai retibusi (N0

LLt

It

: Luas ToH Lanhi

: Standa Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan

Pemennt h ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan

&&ng tlegata).

: lndeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengaliterhadap SHST

yang dElapkan oleh pemerintah &aah, dengan nilai paling ling$

0,5%.

: lndeks Tenntegasi

: lndeh BG Terhngun

:LuasLanbikei
: luas Basema k+i

: lnd*s Funpi

: bobot paander

: lodeks prarcbr
:Faibkepenilka

LLI

SHST

llo

It

lbg

LLi

L8i

tf

bp

lp

Fm

Pada Lanpiran

dihmbahkan

p8njelasan dan Tab€l

lnd€*gxoefBisr s€6ud

d€ngan PP Nomor '16

Tahun 2021.

: LLl)( {llo X SHST) X 11 X lbg

:f (lli + LBi)

:lfxf(bpxlp)xFm

I

I

I
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I 1,236 41 1,768

I 1,265 42 1,715

I 1,299 43 1,782

10 1,333 M 1,789

11 1,364 45 1,795

12 1,393 16 1,801

13 1,420 47 1,807

14 1,445 48 1,813

15 1,468 49 1,818

16 '1,489 50 1,823

17 1,508 51 1,828

18 1,525 52 1,833

19 1,541 1,837

20 1,556 54 1,841

21 1,570 55 1,845

22 1,584 56 1,849

23 1,597 57 1,853

24 1,610 58 1,856

25 1,622 (q 1,859

26 1A 60 1,862

27 1,645 60.{n) 1,862-0,003(n)

28 1,656

29 1,666

30 1,676

Rumus Koefisien Ketnggan BG :

{I {LLix l(L))+ f (LBix l(Bi)

([LLi+[tBi)
Ketraflgan :

LLi : luas Lanbikei
l(L : Koefsien Jumlah Lanb

LBi : Luas Base[Entke"l

KBi : (oefisien Jumlah Laph
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LAMPIRAN I
STRUKTUR DAN BESARI.IYA TARIF RETRIBUSI

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

LAMPIRAN II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO JENIS BANGUNAN BANGUNAN SATUAN HARGA SATUAN

RElRIBUSI

2 3

No. JENIS BANGUNAN SATUAN

HAROA
SATUAN

RETRIBUSI
(RP)

1

Bangunan Gedung ') n2 15.000

Bangunan Bulan Gdung 'l n2 6 000

l1t Ptas ana Ean0unan

Ged unan Bukai

P mr

Tangguure(a

ningyz/i

mr

Konstruksi

Turq bah
kavslindpsE

it

fltt

Gapura m'Konstulsi ponandamasuk

loksi G6rbang m'

Jalan m'l

Lapangan

upacara

m'

Lapangan

olahraga

brbuka

m'?

3 Konstuksi

Pork€rasan

4 Konslruksi

porksaan a6pd,

belon

m'?

5 l(onstuksi

perksragan

m?

n'?Jembatan6 Konstruksi

penghubu Box cufuel m?

1

2

3

BanAunan Bukari cedung .)

Prasarana Bangunan
Geduna/BanSunan Bukan Geduas

a. Konstruksi pembatas /
pengarnan / paaar

b. Kostruksi ps-rkir / pelatalan
c. Konstruksipeflahan/turap
d, Konstruksi penaida masuk /

Sapura
e. Konstruksi perkerasan aspal,

f.Konstruksi perkerasan gnass
blockl pavine block

g, Konstruksipenqhubuna
Uembata, antar seduns)

h. Konstruksip€nahubuna
0embatan penyeberansarr
orarg / bararg)

i. Konstruksi penahubuns bawah
lal].ah/ undeoass

j. Konstmksi kolam r€nars
k. Konstruksi reservot bawan

tanai/ tandon air
l. Konstruksi Septictar&, sumur

m, Konstrukgi cerobong asap
n. Konatiuksi firenara air
o. Konstruk6i galian tanah untuk

kabel telepon, pipa air, ga.s,
dan sejenisnya

Bangunan Geduns *)

m2

Per 5m2

5.OOO

10.000

s.000

7.500

7.500

4.500

45.OOO

150.OOO

45.o00

15.000

r5,ooo

13.500

250.000

15.000

6.OOO

1 Konstruksi m'?

1 . Ditaflbahkan

rincian j6ais

bangunan &n harga

saltEfl rotibusi

2. Diso$aikan

dongan UU Nonnr

28 Tahun 20m dan

PP Nomtr 16 Tahun

N21EE

l

1

I
I

2
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{embalan anta

dun

I Konsfuksi p6n0hubun0

0ombatan
Penyebrang orandbaflg

mr

m'?I (onsfuksi p€nghubrng

Uombdan bauah

lrnah/urderpass)

Kohrn m'Konsruki koladresqvd
baf,ah tanah

(olam p6ngdahan

* rescvdd bamh

lamh

m'

10

11 Konstuksi sodlc lar*, sumur

r€844n

m'?

M6nara

rcserycir

P€r 5 m?12 (onsbuksi rienara

Cerobon Ptr5ml

13 Xooslroksi menaraair P$5m'?

Tugu unit

Patung unit

Di ddamp€rsil unit

unil

14 Koistulsimon u IrEn

Di lue

Unit{luas

m*simum

10 m'2)

lnstalasilisbik

Kelebihan

luaanptr rn'2

lnstalasi

blqolr,lomonikasi

Unit (luas

maksimum

10m')

15

l(oletihan

luasan por

m1

Konsfuksi

ircldasi/gadulisfik

Konstruksi instalasi / gardu
listrik

Konstruksi r€klarne, papan
nama, da'l s€jenisnya

Pondasi mesin (di Iuar
bangunan)

t. Konstruksi menara televrsr

q

per5 m,

Urtit
(luas

maksimu
m 10 ml)

Unit dan

Unit

2SO.OO0

5.OO0

dari
R6ncana

AnAgararl
Biaya

Petrrbangu

atau paliig
eedikit

2.500.000

225.OOO
s€lebihnya
dihitung
5.ooo/ m,

1.500.ooo
untuk
bangunan
koastruksi
reklarne
dengan

sarEpai 30

s€tiap
penambaha
n bidang
konatrul<si

t.?gvo

l

I

tl

I

I

I
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lnstalasi

pengdahan
Unit{luas

maksim um

10 m'),

apabila unit

lsbih dari 10

flf dikenaka

n biaya

tambaha

n m'?

l(elebiha

n luasan

p€r m'

Billboard

papan iklan

Unit daa

ponamb

Papan nama

(b6rdirissndiri

atau b€rupa

tembok pagar)

Unil dan

p€namb

ahannya

Unil

mosin

Unit

(linS0i

maksim

a

I 100 m,

solobihn

ya

dihitung

kslipata

nnya)

Ksletiha

n

k6linogi

an por

mr

s. Koostruksi ant€na radio

1) Standiia tower denasn konstiukai
3,4 kaki:

4 Kctinggian 25-50 m

b) Ketingsian 5l-75 m

c) Kctinggian 76- rO0 m

d) X€tinggian Lol-r25 m

e) Kctinggian 126'lOO m

0 KetingAian di ata! 150 m

2) Sistem guy wire/bentaig kawatr

4 lGtinaAbn O-5O m

b) Kctinagjan 51-75 m

c) Kctinggian 76-1O0 m

d) I(ctinggian di ata! 1OO rn

t. Koostrukli Menara antena, SUTT,
SUTET, dan eejenisnya

4 lGtingAian kurarA dari 25 m

b) fGtingsian 25-50 rr

c) Ketinggian di atas 50 m

u. Tangki tanam bahaa bakar

UlLit
(ti"8al

11O0m

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

reldane
Beluas I m2

dikenakan
retribusi

250.000

25().OOO

25.O00.OOO

2.5m.mo

3.500.ooo

5.O00.o00

6.OOO.000

7.500.000

12.5m.O00

1.250.OOO

2.O00.000

I

I

I
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Kelinggian 25-50 unll

Ketng$an 51-75 Unit

Kotinggian 76"1

m

Unit

Kelinggian

101-125 m

Unit

(€linggian 126'

150 m

l.lnit

Ketinggian 0-

50m
unil

Kotngdan 51-75

m

Unit

l(elingsan 76-1

m

Unit

lilenra bssama

v. Lapangan otahraga terbuka dengan
konstruksi perkerasarr

w. Pekerjaan drainase (dalffn peftil)

1) Saluiao

2) Kolam tampung

x. Xoflstruksi penyimpanan/ silo

y. Konstruksi penahan darr peoyaluran
an

2.500.ooo

5.O00.ooo

2.500.000

5.500.ooo

11.OO0.000

l.300.ooo

4.500

1.000

1. OO0

2.000

2.OOO
Unila)ketinggianlurang

dari

25m

b)kolinggian Unil

dari 25-50 m

c)kelinggian

diatas50 m

M€na,a Mandii

a)lelinggiankuraog

dari 25 m

Unit

b)ketinggbndai 25-

50m

Unit

ok€linggiadidas 50

m

unit

21 UnilTangki tanan bahanbakal

I

I

t-

l-

tl
J Kotngdan diatas I Unit

100m 
I

I

unit 
i
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m1Sdurem22 Poksjaan draina(dahm
persll) b)(olanlampun0 m'

23 Konstruksl penyimpanadsib mr

Pembangr

nan Baru

Ruml
Bcral

RusaL

No Jonis Prasarana Bangunan

lndeks lndcks lndcks
KonsIu[si pmbatas/

pnahar pngaman

havli

a. Pagar

b. TangguV
rctaining wa

c, Turap batas

1.00 0.65 0.45

1. Konstruksi penanda

masul, lokasi

a. Capurx
bGe

1.00 0.65 {).45

Konslruksi Perlicrasan

terbuka

a. Jalan

b. Lapngan

Upacara

c. Lapangrn olah

t,00 0.65

I l(onstrulisi
bun

a Jembaan
b. Box culvei

I.00 0.65 0,15

Konstruksi kolam/
reservoir bawah
tanah

a. Kolam remng
b. Kolarn
pngolahan air
reserYoir di bawah

tanah

1.00 0 als

Konstruksi menara

c

a. Menara antcna

b. Meoara
reservoir

t.00 0.65 0.15

LAMPIRAN III

INDEKS PENGHITUNGAN EESARNYA RETRIBUSIPRASARANA BANGUNAN

GEDUNG

JENIS

PRCSARANA

BANG

UNAN

SATUAN INDEKS PRASARANA

GEDUNG

PEMB

ANGU

NAN

BARU

RUSAK

BERAT

RUSA(

SEDANG

1 2 3 5 6 1 I
1 Konstulsi

pembala

s/p ah

anl

ponga,rxm

Paga mr 1,00 0,65 r
50%

0,45 r
50%

Tanggu

Urelaki

N vall

mr 1,00 0,65 r
50%

0,15 r
50%

Turap

batas

havslin

g/p€rsil

m1 1,00 0,65 r
50%

0,45 r
50%

Gapura m? 1,00 0,6

5x
50

0,45 x

50%

Gerban g m'? 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 r
500/6

LAMPIRAN II
INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA SETRISUSIPRASARANA BANGUNAN GEOUNG

l
I

I

I

I
i

-l

3 0.45

I

I

I

0.45

I

I

l
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1 Konstruksi nonumcn a. Tugu 1,00 0,65 0,15

b. Pa

8 Konstruksi instalasi,' a. InstalasiLisrik
gardu b. Inshlasi

Telepon4iomuni
kasi

c. lnstalasi

9 Konsuuksi reklamc,'
papan nama

a. Billboard
Papan iklan

b. Papan nama

Oerdni
sendiri atau

bcrrpa

I.00 0,65 0.45

tcmbok

Jalan nt' 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 x

50%

Lapang an

upacar

a

m'? 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 x

50%

Lapang an

olahrag a

torbuka

nr? 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 x

500,6

nf 1,00 0,6

5x
50

9(

0,45 r
50%

m' 1,00 0,6

5r
50

%

0,45x

50"/6

Jembat an m' 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 r
50",t

Bor 6ulvsd m? 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 x

50%

nt' 1,00 0,6

5r
50
olo

0,45 r
50%

nt' 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 r
50%

tl

I

tl

I
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nrr 1,00 0,6

5x
50

0,45

50%

x

Kohm

ranang

mt 1,00 0,0

5r
50

%

0,45 x

50"6

Kolam

pongol ahan

air ns6 o ir
d brrah

hnah

m' 1,00 0,6

5r
50

*

0,45 x

500n

nf 1,00 0,6

5r
50

v,

0,45 x

50%

li4enara Per 5 m' 1,00 0,6

5x
0,45 x

rc36rv0 tI 50

%

50%

corobo ng P€r 5 m? 1,00 0,6

5r
50

9{

0,45 x

50%

Per 5 m' 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 x

50",6

Tugu unit 1,00 0,6

5x
50

%

0,45x

50"n

Palurg uoit 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 r
50%

I

l

tl
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K.ling glan

76.100

m

Unil 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 r
50%

Xoling glin

r01.
,l25 

m

Unil 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 x

50%

Koling gian

12S

!50 m

1,00 0,6

5x
50

%

0,45 x

50%

Llnit

0,6

5x
50

%

0,45x

50%

Keting gian

G

50m

!nit 1,00

Koling glan

51-75

m

Unit 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 r
50%

K€ling gian

76.100

m

Unit 1,00 0,6

5x
50

%

0,45 x

50%

K6ting gian

dialas

100 m

Unil 1,00 0,6

5r
50

%

0,45 x

50%

l,lonara borsama

0,65 r
50%

20 Konltruksi

antonna

(1oY€r

tololom

unikasi

a)ketin

ggian

kuran

g dari

25m

l.Jnit 1,00 0,{5 r
50%

I

I
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23 Kondru

ksi

p€nyim

psnan/si

lo

m! '!,00 0,65 x

50%

0,t5x

50c{

Contoh Perh(ungan Retribusi

Fungsi lndeks

Fungsi

Bpxlp Dan

Rumah

Tinggal

015 0,3x'|
0,20 x 2,OO

0,50 x 1,00

I (bp r lp)

: 0,3
: 0,40

= 0.50
1,2

Komploksita6
Pomanonsasi
Kotnggian
K€pemilikan

!odaftana
Pcm.mr
l l.ntrl
porcrangrh

Faktor kopomilikao (Pororangan) = 1

lnd6k6-I 15x1 't8

1) Kasus rumah tjngqal baru lipe 36 di Kabupaten/Kota

Data bangunan

Fungsi
Luas Bangunan (Llt )
Kelinggian
Lokasi
l(6p6milikan

SHST BG S6d6rhan€

lndoks Lokalita8

: Hunl.n
:36m2
: I l.ntai
: l(.blKot ...

: p b.dl
: Rp.5.170.m0,-
: nlhl p.ling tingel0,5%.

r Lua6 Totrl Lanhi (LLt)x (indeks bkalitas )( SHST) x lndeks

Terinl€grasi (lt) x lndBks BG Terbangun

:36 x (0.5% x Rp.5.170.000,rx 0.18 x 1

Cara perhibngsn nilai

Rotibusi PBG

167

I
I

I

I

I

I

I

I
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2) Studi kasus godung restoran baru di Kabupat8n/Kota

Data Bangunan

Fungsi

Luas Bangunan (Llt)

Kotinggian

Lokasi

Ksp6milikan

SHST BG Sgderhans
lndoks Lokalitas

: lJsaha
: 738 m2
: 3 lent l
: Kota D,onpasar

: pribadi
: Rp.5.170.000,-
: nllai paling tinggl0,5%

Fungsi xlp (las ika$ dan ParEmel€r

0,

Tmggal 0,20 x 2,m
0.50 x 1,12

I(bprlp)

= 0,40

=0 56
't,56

Xelinggian
l(epemilikan

3 lanbi

FaHor X€pemilikan (perolangan) = 1

lndeks Te.inbgr8i O)r0.7 x 1,56 r 1 :1,092

Cara p€rhitungan nilai

R6tribusi PBG
Luas Total Lantai (LLt) x (ind€ks lokalitas x SHST) x

lndeks Torintegrasi (lt)x lndeks BG Tsrbangun

: 738 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1

:Rp.20.832.411,-

GUBERI{UR LAMPIJNG,

ARIIYAL DJUITAIDI

I


